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Abstrak 

Anak merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi korban tindak pidana dan 

memerlukan perlindungan khusus. LPSK sebagai lembaga yang berwenang, memiliki peran 

penting dalam pemberian restitusi kepada korban anak. Kajian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas peran LPSK berdasarkan hukum positif dalam empat putusan 

pengadilan yaitu: Putusan Nomor 297/PN Jkt.Sel, Putusan Nomor 6/PN Rgt, Putusan Nomor 

54/PN Wgp, dan Putusan Nomor 4/PN Pkl yang merefleksikan realitas pelaksanaan restitusi 

terhadap anak korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode secara deskriptif 

dengan pendekatan kasus. Data bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis 

secara deskriptif-kualitatif untuk memahami peran LPSK dalam pemberian restitusi terhadap 

anak sebagai korban tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam 

pelaksanaan pemberian restitusi serta peran LPSK. Tiga putusan menunjukkan implementasi 

yang belum efektif, sementara satu putusan menunjukkan pelaksanaan yang optimal. Secara 

normatif, hak restitusi dan peran LPSK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini 

menggambarkan terkait pentingnya koordinasi yang kuat antar lembaga serta regulasi yang 

lebih konkret terkait peran LPSK dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak 

pidana. 

Kata Kunci: korban anak, peran LPSK, restitusi 

 

Abstract 

Children are a vulnerable group who often become victims of crime and require special 

protection. The LPSK, as an authorized institution, has an important role in providing 

restitution to child victims. This study aims to analyze the effectiveness of the LPSK's role 

based on positive law in four court decisions, namely: Decision Number 297/PN Jkt.Sel, 

Decision Number 6/PN Rgt, Decision Number 54/PN Wgp, and Decision Number 4/PN Pkl, 

which reflect the reality of the implementation of restitution for child victims of crime. This 

study uses a descriptive method with a case approach. Data are sourced from secondary 

data in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques are 

carried out through literature studies and analyzed descriptively-qualitatively to understand 

the role of LPSK in providing restitution to child victims of crime. The results of the study 

show differences in the implementation of restitution and the role of LPSK. Three decisions 

show ineffective implementation, while one decision shows optimal implementation. 

Normatively, the right to restitution and the role of LPSK have been regulated in legislation, 

but their implementation still faces various obstacles. This research illustrates the 

importance of strong coordination between institutions and more concrete regulations 
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regarding the role of LPSK in fulfilling the right to restitution for child victims of crime. 

Keywords: child victims, role of LPSK, restitution 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Simons, definisi dari tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan 

secara sah oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya, secara tegas dilarang 

oleh hukum, diancam dengan sanksi pidana, dan bersifat melawan hukum.1 Tindak pidana 

menempatkan anak sebagai pihak yang dirugikan atau korban, merupakan persoalan serius di 

seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh posisi anak yang merupakan 

kelompok individu rentan.2 Anak mudah menjadi sasaran eksploitasi, baik secara fisik, 

psikologis, maupun ekonomi oleh pihak atau individu yang memiliki dominasi dalam 

berbagai hal. Bahkan perasaan menderita yang timbul karena anak merupakan korban dari 

tindak pidana ini dapat dirasakan pula penderitaannya oleh pihak keluarga yang menjadi 

subyek pertama bagi anak untuk berkeluh kesah.3  

Berlandaskan pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2024, 

terdapat 1604 aduan berupa pengaduan online 80,8 %, pengaduan langsung 38,3%, dan 

pengaduan surat atau email sebesar 8,7%. Pada per Desember 2024 KPAI sudah menerima 

2057 kasus terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA).4 

Kasus-kasus ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, 

seksual, hingga eksploitasi. Terutama keresahan masyarakat terhadap kekerasan seksual yang 

dialami oleh anak-anak menjadi fokus khusus pada pergerakan hukum di Indonesia untuk 

melindungi anak dari kasus-kasus yang merugikan hak mereka sebagai manusia.5 Setiap 

tindak pidana selalu menimbulkan korban yang terdampak secara langsung berupa kerugian 

akibat perbuatan tersebut.6 Fenomena ini memperlihatkan bahwa anak-anak masih berada 

dalam posisi rentan sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan 

khusus yang menjadi tanggung jawab negara dan dukungan dari masyarakat. 

 
1 Efendi Erdianto, (2011), Hukum pidana Indonesia, Bandung: P.T. Refika Aditama, hlm. 97 
2 Nuroniyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. 
3 Suryani, N. A. (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan 

Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, Media of Law and SHARIA, 2(2), 142. 
4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024, Februari 5). (Data Pengaduan KPAI 2024). (Instagram 

post). Instagram. https://www.instagram.com/kpai_official/p/DEmnVw0yUMn/?img_index=7 
5 Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan 

Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 172. 
6 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan Edisi Peratama (Jakarta: Akademik Presindo, 1983), hlm. 41 

https://www.instagram.com/kpai_official/p/DEmnVw0yUMn/?img_index=7
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Anak-anak adalah generasi yang meneruskan cita-cita bangsa memegang posisi 

strategis untuk mendukung cita-cita pembangunan nasional, sebab cakupan anak yang 

kompleks dan menyesuaikan norma sosial menjadi alasan utama peran mereka.7 Oleh karena 

itu, penting untuk memberikan ruang dan kesempatan yang optimal guna mendukung tumbuh 

kembang anak secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, sosial, serta spiritual agar anak 

mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masa depan. Karena adanya berbagai 

pengaruh eksternal yang membatasi anak untuk melindungi diri, maka diperlukan 

perlindungan yang memadai, baik dari keluarga maupun lingkungan sosial di sekitarnya.8 

Terutama peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada anak, 

karena dalam keluarga harus tercipta hubungan yang sehat antara anak dan orang tua supaya 

anak memperoleh perlindungan yang layak.9 

Dalam konteks hukum, peraturan terkait perlindungan anak diatur dalam berbagai 

regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 

Konvensi Hak Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari 

kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak anak yang 

menjadi korban, seperti hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang diderita akibat 

tindak pidana. 

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga merupakan kewajiban moral 

dan legal yang ditekankan dalam syariat. Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah dari Allah 

SWT yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kezaliman 

karena anak ialah makhluk yang belum mampu untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya 

sendiri dan masih membutuhkan bantuan dalam memenuhi kehidupannya10. Anak juga merupakan 

bekal pahala bagi kedua orang tua mereka ketika sudah meninggal dunia, oleh sebab itu penting 

 
7 Buchori, N. S. (2011). Peran Anak dalam Pembangunan Ekonomi. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan 

Perbankan Syariah), 2(1), 38. 
8 Abu Huraerah, (2012), Kekerasan terhadap anak, (Cet. 1), Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 11 
9 Subroto, M., & Wondiwoi, N. (2023). Upaya Peningkatan Pada Kelompok Rentan Khususnya Pada Anak 

dengan Pendekatan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Innovative: Journal Of Social Science 

Research, 3(5), 11073-11080. 
10 Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Afkar, Journal For Islamic 

Studies, 39. 
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bahwasanya orang tua dengan baik memberikan perlindungan dan mendidik anak sebaik mungkin.11 

Dalam Al- Qur'an Surah Al-Isra ayat 31, melarang tindakan yang dapat membahayakan anak-anak, 

termasuk eksploitasi dan penyiksaan. Selain itu, konsep ganti rugi atau “diyat” dalam hukum Islam 

memiliki relevansi dengan restitusi dalam hukum positif Indonesia. “Diyat” merupakan kompensasi 

yang diberikan kepada korban atau keluarganya akibat kerugian yang diderita, sebagai bentuk 

tanggung jawab pelaku untuk memulihkan hak-hak korban sesuai dengan prinsip keadilan dalam 

Islam. 

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana juga diatur melalui regulasi 

yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk anak yang menjadi korban kejahatan. 

Lembaga ini berperan signifikan dalam menjamin keamanan selama proses pemberian 

keterangan, serta memastikan bahwa hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, terpenuhi. 

Akan tetapi, peraturan mengenai LPSK masih dianggap belum optimal. Jika ditelusuri 

lebih lanjut, UU Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur dengan rinci berkaitan 

dengan tugas dan kewenangan LPSK. Regulasi tersebut hanya memuat ketentuan tentang 

tanggung jawab, keanggotaan, proses seleksi, pengambilan keputusan, dan pendanaan LPSK, 

namun belum mencakup secara spesifik aspek kelembagaan seperti struktur organisasi, 

dukungan administratif, sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, prinsip transparansi 

dan akuntabilitas.12 

Pada 2024, jumlah saksi maupun korban yang meminta pendampingan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melonjak sebanyak 33,64% dibanding 2023. Ketua 

LPSK, Achmadi mengatakan bahwa pada 2023 pihaknya mendampingi 7.654 pemohon, 

sementara 2024 sebanyak 10.217 pemohon. Berdasarkan data rekap LPSK, jumlah pemohon 

 
11 Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. Al-Mawarid: Jurnal 

Hukum Islam, 11(2). 
12 Ade Elendris, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap 

Wanita Korban Trafficking, Universitas Lampung, (2019), hlm.7 
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perlindungan yang naik paling signifikan menyangkut kasus penyiksaan, pencucian uang dan 

kasus narkotika.13 Data tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan aparat penegak 

hukum bersama pemerintah maupun lembaga penyelenggara terkait seperti LPSK. Maka dari 

itu, keadilan harus ditegakkan dan sarana prasarana keadilan harus dibuka seluas-luasnya 

terutama melalui pemenuhan hak serta perlindungan hukum untuk saksi dan korban. 

Salah satu wujud pemulihan dan perlindungan untuk saksi maupun korban yaitu 

restitusi. Restitusi dimaknai sebagai pemberian ganti rugi kepada korban akibat tindak pidana 

yang dialami. Dalam konteks anak, restitusi mencakup tidak hanya kerugian yang bersifat 

materiil, melainkan juga kerugian immateriil seperti pemulihan kondisi psikologis dan 

rehabilitasi. Dan dalam proses mengembalikan keadaan anak, posisi anak yang menjadi 

korban tidak harus selalu menjadi saksi.14 Pemberian restitusi bertujuan untuk dapat 

membantu korban memulihkan diri akibat kerugian yang dialami dan sebagai bentuk 

keadilan yang layak. 

Namun, pada kenyataannya terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi 

LPSK dalam perwujudan restitusi bagi korban anak. Terdapat perbedaan implementasi 

restitusi seperti yang tercantum pada kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, 

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp dan 

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl.  

Pada konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan 

yang sangat penting. Tugas LPSK yaitu untuk dapat memastikan hak-hak korban,15 termasuk 

hak korban anak dapat terpenuhi melalui pemberian restitusi yang diajukan pada mekanisme 

hukum yang berlaku. Meskipun LPSK mempunyai peranan penting dalam proses restitusi, 

terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang hak-hak korban dan proses hukum yang harus dilalui untuk mendapatkan restitusi.16 

 
13 Kompas.com. Syakirun Ni’am dan Robertus Belarminus. (2025, Januari 14). Jumlah pemohon perlindungan 

ke LPSK pada 2024 melonjak 33,64 persen. Kompas. 

https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-

melonjak-3364-persen  
14 Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk 

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan 

Masyarakat, 9(2), 385-398 
15 Ahmadin, A., Sujana, J., Karmila, K., Migu, D., Laoemuri, J. S., & Fahlevie, R. A. (2024). Perlindungan 

Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jurnal 

Hukum Indonesia, 3(2), 50. 
16 Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan 

Terhadap Korban Inses. Unes Law Review, 6(2), 4238-4239 

https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-melonjak-3364-persen
https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-melonjak-3364-persen
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Serta adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki LPSK juga menjadi kendala dalam 

memberikan layanan yang optimal kepada korban.17  

2. METODE 

Peran LPSK sangat penting karena merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan 

hak restitusi pada anak yang menjadi korban dalam perkara pidana. Metode dalam penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kasus. Data bersumber dari sekunder 

berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami peran LPSK dalam 

pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penerapan Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi) Bagi Korban Anak Dalam 

Putusan Perkara Pidana   

3.1.1 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel 

Putusan 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, pengadilan menetapkan bahwa terdakwa 

yaitu Mario Dandy (20 tahun) terbukti bersalah atas tindak penganiayaan berat 

kepada korban yaitu David Ozora (17 tahun) yang ternyata masih dibawah umur. 

Akibat adanya tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami 

luka serius hingga koma selama 1 tahun di rumah sakit. Oleh karena itu, pihak korban 

melalui orang tua korban mengajukan permohonan restitusi atau ganti kerugian. Salah 

satu aspek penting dalam putusan adalah adanya kewajiban terdakwa untuk 

membayar restitusi kepada korban.  

Proses restitusi didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 

1 Tahun 2022 yang mengatur hak korban untuk mendapatkan restitusi atau ganti 

kerugian. Perhitungan restitusi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) yang bertugas melakukan verifikasi terhadap permohonan korban, 

termasuk mengevaluasi kewajaran nilai ganti rugi yang diajukan oleh korban. Pada 

mulanya proses permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua korban terhadap 

pelaku hanya sebesar Rp.52.313.545.000,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus tiga 

belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Namun, setelah ditinjau lebih 

 
17 Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan 

Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Ranah Research: Journal of 

Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 938. 
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lanjut melalui proses penilaian dan perhitungan berdasarkan kondisi medis korban, 

proyeksi biaya perawatan, dan dampak psikologis jangka panjang, Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merekomendasikan permohonan restitusi 

(ganti rugi) naik mencapai sejumlah Rp. 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh 

milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh 

rupiah). 

Dengan penilaian Majelis Hakim dalam putusan tersebut, menilai bahwa 

restitusi tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan atau denda karena menutup 

hak korban dan mengabulkan permohonan restitusi serta memerintahkan pelaku 

untuk membayar restitusi kepada korban sesuai dengan rekomendasi yang diajukan 

oleh LPSK.  Namun, terdapat kendala dalam proses restitusi karena pelaku 

menyatakan ketidakmampuan finansial untuk membayar nilai restitusi yang terlalu 

besar kepada korban dan proyeksi penilaian restitusi yang kurang tepat oleh LPSK. 

Pada akhirnya Majelis Hakim menetapkan pembayaran restitusi hanya sebesar Rp. 

25.140.161.900,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam 

puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dari yang dimohonkan oleh korban sebesar Rp. 

120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta 

sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) serta melakukan penyitaan aset pelaku 

untuk mengurangi sebagian nilai restitusi. 

Fenomena yang terjadi dalam perkara ini sejalan dengan temuan Novriansyah 

(2020) yang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pidana, hakim tidak selalu 

mengabulkan rekomendasi nilai restitusi yang diajukan oleh LPSK secara penuh. 

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas serta 

kondisi faktual terdakwa, terutama kemampuan ekonomi. Dalam banyak perkara, 

hakim melakukan koreksi terhadap nilai restitusi yang dianggap tidak realistis atau 

terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan kapasitas terdakwa untuk membayar.18 

Penerapan pemberian restitusi pada Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN 

Jkt.Sel telah menunjukkan bahwa mekanisme restitusi secara normatif telah 

 

18 Novriansyah. (2020). Analisis Yuridis terhadap Penetapan Nilai Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5 No. 2. 
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dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Majelis 

Hakim mengakui pentingnya hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dan 

menegaskan bahwa restitusi tidak dapat digantikan dengan pidana lain, seperti 

kurungan atau denda karena terdapat fakta kerugian yang diderita secara nyata oleh 

pihak korban. Tidak dipungkiri juga bahwa keberhasilan implementasi restitusi tidak 

lepas dari peran aktif LPSK dalam melakukan penilaian dan verifikasi atas 

permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban yang akhirnya mendapat nilai 

rekomendasi restitusi dari LPSK sebesar Rp. 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh 

milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh 

rupiah.  

Namun, dalam pelaksanaannya mengalami kendala berupa pernyataan 

ketidakmampuan ekonomi pelaku untuk membayar nilai restitusi yang terlalu besar 

dan proyeksi nilai restitusi yang dianggap tidak tepat. Oleh karena itu, Majelis Hakim 

memutuskan nilai restitusi yang tepat untuk dikabulkan sebesar Rp. 

25.140.161.900,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam 

puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dan memerintahkan penyitaan aset terdakwa 

untuk membantu pemenuhan kewajiban tersebut. Meskipun nilai restitusi yang 

dikabulkan tidak sepenuhnya sesuai dengan permohonan awal dan terdapat hambatan 

berupa pernyataan ketidakmampuan pelaku untuk membayar nilai restitusi, 

permohonan tersebut tetap dikabulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Hal 

ini menunjukkan bahwa meskipun pemenuhan hak restitusi bagi korban anak secara 

normatif telah diberikan masih terdapat tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan 

restitusi terutama terkait akurasi perhitungan nilai restitusi dan kemampuan ekonomi 

pelaku. 

3.1.2 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt 

  Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt majelis hakim menetapkan 

adanya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak yang berusia 16 tahun terhadap 

korban yang merupakan seorang anak juga yang berumur 6 tahun. Pihak pelaku 

menerangkan bahwa telah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak dua kali 

di rumah korban dan mengancam dengan kekerasan agar korban tidak berani 

melawan. Dimana rumah korban menjadi bukti nyata tempat kejadian perkara 
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tersebut berlangsung. Secara sah pelaku yang masih anak-anak tersebut terbukti 

melakukan perbuatan cabul dengan adanya ancaman kekerasan terhadap korban yang 

merupakan masih anak-anak juga. Dengan adanya perkara tersebut pihak korban 

mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku akibat adanya kerugian yang 

ditimbulkan oleh pelaku atas kejadian tindak pidana yang berlangsung.  

  Pihak korban melalui Penuntut Umum mengajukan permohonan restitusi 

sebesar Rp. 5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang 

mencakup segala kerugian atas penderitaan dan biaya yang ditanggung oleh korban 

dan keluarganya, mencakup konsumsi, transportasi, serta perawatan medis dan 

psikologis. Permohonan restitusi tersebut juga didukung dengan dokumen berupa 

daftar perincian kerugian serta formulir permohonan restitusi kepada LPSK yang 

menunjukkan bahwa pihak keluarga korban telah mengakses mekanisme 

perlindungan hak korban melalui LPSK. Dimana LPSK sebagai lembaga negara yang 

berwenang dalam hal pendampingan saksi dan korban. Namun, dalam proses 

persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa sebagian permohonan restitusi tidak 

disertai bukti yang sah, terperinci, dan relevan secara hukum. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan restitusi hanya 

sebesar Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). 

  Temuan dalam kasus ini menguatkan hasil penelitian Putriani (2021) yang 

menyatakan bahwa implementasi restitusi dalam praktiknya masih tidak maksimal 

disebabkan oleh keterbatasan dokumen pendukung, lemahnya pemahaman 

administratif, dan kurangnya pendampingan hukum yang memadai. Putriani 

menemukan bahwa banyak permohonan restitusi ditolak secara seluruhnya atau 

sebagian karena tidak memenuhi syarat administratif secara rinci dan terverifikasi, 

meskipun secara substansi korban memang mengalami kerugian.19 

  Penerapan pemberian restitusi dalam putusan kasus tersebut telah berjalan 

secara normatif mengikuti prosedur pengajuan restitusi yang benar sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi 

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan. Namun, dalam 

pelaksanaannya tidak sepenuhnya efektif karena terdapat hambatan berupa kelemahan 

 
19 Putriani, Ika. (2021). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, Vol. 5(2), 134–145 
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dokumen administratif untuk membuktikan besaran nilai permohonan restitusi yang 

diajukan. Akibatnya, permohonan restitusi tidak dapat dikabulkan sepenuhnya sesuai 

dengan nilai permohonan restitusi yang diajukan pada awal permohonan. Hal ini 

berdampak pada berkurangnya nilai restitusi yang dikabulkan oleh hakim, sehingga 

pihak korban merasa sangat dirugikan, baik dari segi psikis, mental, maupun ekonomi 

serta tidak memperoleh pemulihan hak yang sesuai karena tidak mendapat nilai ganti 

kerugian yang dianggap cukup adil oleh pihak korban.  

3.1.3 Posisi Kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp 

  Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, pada putusan tersebut Majelis 

Hakim menetapkan adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa 

terhadap korban anak berusia 17 tahun. Dimana terdakwa merupakan paman korban 

yang berusia 60 tahun dan korban telah diasuh oleh terdakwa sejak kecil. Korban 

diancam dengan menggunakan kekerasan dan ancaman senjata jika tidak menuruti 

perintah terdakwa hingga mengakibatkan anak korban hamil dan anak yang 

dikandung tersebut sudah lahir dan berusia 1 tahun. Pada putusan tersebut, 

permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban dengan pendampingan LPSK. 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi yang mengatur 

terkait penilaian restitusi oleh LPSK hasil akhirnya LPSK menetapkan besaran nilai 

restitusi yang dimohonkan sebesar Rp 91.003.984,00 (sembilan puluh satu juta tiga 

ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang dituangkan dalam Keputusan 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2749.R/KEP/SMP-LPSK/IX 

tahun 2024. Kemudian Majelis Hakim menilai besaran restitusi yang dimintakan 

tersebut adalah wajar sehingga permohonan restitusi tersebut patut untuk dikabulkan 

seluruhnya. Majelis Hakim akhirnya menetapkan pelaku untuk dapat membayar 

restitusi yang telah diajukan oleh korban melalui LPSK sebesar Rp 91.003.984,00 

(sembilan puluh satu juta tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah). 

  Lestari (2021), keberhasilan restitusi sangat bergantung pada pendekatan 

empatik dari lembaga peradilan terhadap penderitaan korban anak, serta adanya 

putusan pengadilan yang bersifat progresif. Penelitian ini menekankan pentingnya 

restitusi sebagai bentuk konkret dari keadilan restoratif yang dapat menyeimbangkan 
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hak korban dan kepentingan hukum.20 

  Penerapan pemberian restitusi bagi korban anak dalam Putusan Nomor 

54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, telah berjalan secara normatif dan efektif sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam perkara ini, 

LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan perhitungan nilai restitusi 

bagi korban anak, menghitung nilai kerugian secara adil dan tepat. Majelis Hakim 

juga menilai bahwa besaran nilai restitusi yang diajukan tersebut wajar dan sesuai 

dengan penderitaan korban sehingga permohonan restitusi dalam putusan kasus ini 

dapat dikabulkan secara sepenuhnya. Penetapan tersebut mencerminkan proses 

restitusi yang berjalan dengan baik memperlihatkan bentuk konkret perlindungan 

hukum yang efektif sebagai hak korban serta implementasi LPSK yang berperan 

dengan sangat kooperatif untuk mendukung korban memperoleh kepastian hukum 

dan pemulihan secara layak dan nyata. Adanya kerja sama yang baik antara LPSK, 

jaksa dan hakim membuktikan bahwa perwujudan nilai restitusi yang adil dan tepat 

dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penerapan pelaksanaan restitusi dalam putusan 

ini mencerminkan bahwa sistem restitusi dapat berjalan efektif apabila diajukan 

secara prosedural, didukung oleh alat bukti yang sah, serta adanya kolaborasi aktif 

antara korban, LPSK, dan pengadilan. Putusan ini sekaligus menguatkan pentingnya 

peran LPSK dalam memastikan bahwa hak restitusi korban anak sebagai bagian dari 

pemulihan korban dapat diwujudkan secara nyata melalui proses peradilan pidana.  

3.1.4 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl 

 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl. Dalam putusan tersebut 

menyatakan adanya tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan. Majelis 

Hakim menetapkan bahwa pelaku yang merupakan seorang anak yang berusia 15 

tahun terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban anak 

yang berusia 17 tahun. Akibat adanya tindak pidana tersebut, pihak korban 

mengalami kerugian baik dari kondisi fisik, materi, maupun psikologis korban. Oleh 

karena itu, korban yang diwakilkan oleh kedua orang tuanya mengajukan 

permohonan restitusi.  

 Proses restitusi diawali dengan adanya pengajuan permohonan restitusi yang 

 
20 Lestari, R. D. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restitusi dalam Kasus Kekerasan Seksual 

terhadap Anak. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 
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dilakukan oleh orang tua korban melalui LPSK. LPSK sebagai lembaga yang 

berwenang dalam hal perlindungan saksi maupun korban, mendampingi proses 

restitusi yang diajukan. Pada akhirnya LPSK kemudian menetapkan nilai restitusi 

akibat tindak pidana yang timbul sebesar Rp. 40.564.000,00 (empat puluh juta lima 

ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dimohonkan melalui Penuntut Umum. 

Karena dalam perkara ini pelaku adalah anak yang masih sekolah. Pelaku juga sedang 

menjalani hukuman akibat perbuatannya dan pelaku berasal dari keluarga yang tidak 

mampu dibuktikan dengan adanya SKTM dan status penerima PKH. Dalam 

putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi pelaku tersebut dan akhirnya 

menolak permohonan restitusi untuk seluruhnya. 

 Kegagalan pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi umumnya 

disebabkan oleh berbagai faktor, terutama keterbatasan kondisi ekonomi pelaku dan 

keluarganya. Dalam sejumlah perkara, jaksa penuntut umum telah melakukan 

inventarisasi terhadap harta milik pelaku sebagai langkah untuk melaksanakan 

kewajiban restitusi tersebut. Namun. Apabila pelaku tidak memiliki aset yang 

memadai, pembayaran restitusi tetap tidak dapat dilaksanakan. Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebenarnya telah membuka kemungkinan untuk 

menjatuhkan pidana pengganti bagi pelaku yang tidak mampu membayar restitusi. 

Tetapi, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.21 

 Pasal 30 Ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 

menjelaskan bahwa: “Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak 

Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi 

putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 Ayat (13) dan ayat (14), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur melaksanakan putusan 

terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut”.22 Meskipun telah 

diatur secara jelas dalam Pasal 30 Ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi 

dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terkait prosedur penggantian 

 
21 Tarigan, D. P., Shodiq, M., & Ismed, M. (2025). PENERAPAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI 

TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DEMI KEPASTIAN HUKUM. SINERGI : 

Jurnal Riset Ilmiah, 2(1), 336-345. https://doi.org/10.62335/q3e83712  
22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan 

Pemeriksaan Gugatan Ganti Kerugian oleh Korban Tindak Pidana 

https://doi.org/10.62335/q3e83712
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pembayaran restitusi kepada korban dengan pengganti pidana kurungan atau denda, 

realita keadaan ekonomi pelaku yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak dapat 

dihindari. Pasal 30 Ayat (12) Perma Nomor 1 Tahun 2022 hanya menjelaskan 

prosedur penggantian pembayaran restitusi oleh pelaku yang memiliki keadaan 

ekonomi yang tidak mencukupi bukan tidak mampu.  

 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat kendala yang harus dihadapi oleh korban dalam perwujudan restitusi 

walaupun sudah dilakukan secara maksimal dan mendapat pendampingan dari LPSK. 

Keadaan ekonomi pelaku yang berasal dari keluarga yang tidak mampu 

mengakibatkan korban tidak mendapat ganti kerugian (restitusi) yang seharusnya 

merupakan hak korban. Akibat keadaan pelaku tersebut pelaksanaan restitusi tetap 

tidak dapat dilakukan. Ketidakmampuan ekonomi pelaku merupakan kondisi yang 

tidak terhindarkan. Pada akhirnya, pihak korbanlah yang sangat merasa dirugikan 

karena hak korban untuk mendapat perlindungan hukum tetap tidak dapat terpenuhi. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yuridis dalam pemenuhan hak restitusi bagi 

korban anak serta dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelaku dari keluarga 

tidak mampu. 

3.2 Peran LPSK Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Anak Dalam Putusan 

Perkara Pidana 

3.2.1 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel 

  Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, LPSK berperan aktif 

mendampingi proses permohonan restitusi dalam kasus penganiayaan berat. LPSK 

mendampingi pihak korban untuk mengajukan permohonan restitusi yang diderita 

korban akibat adanya tindak pidana penganiayaan berat yang menimpa korban. 

Dalam putusan kasus tersebut, terdapat uraian permohonan LPSK berupa komponen 

restitusi yang dimohonkan ada 3(tiga) yaitu: komponen ganti kerugian atas hilangnya 

kekayaan, perawatan, dan ganti kerugian atas perawatan psikologis dan penderitaan. 

  Pendampingan yang dilakukan oleh LPSK dalam putusan pada awalnya 

berjalan kurang baik karena pihak pelaku menilai bahwa restitusi yang diajukan oleh 

pihak korban tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam 

hal ini LPSK kemudian mendampingi pihak korban untuk dapat menjalankan restitusi 
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sesuai dengan peraturan hukum. Mulai dari menghitung besaran nilai permohonan 

restitusi pihak keluarga korban kemudian menganalisisnya secara lebih lanjut untuk 

mendapat besaran nilai restitusi yang lebih layak, memfasilitasi pelayanan dengan 

baik dan sesuai prosedural hingga didapatkan nilai yang tepat dan adil sesuai dengan 

peran LPSK yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014. LPSK berkontribusi secara aktif dan penuh dalam kasus ini meskipun 

pada akhirnya permohonan nilai restitusi yang di dapatkan setelah Majelis Hakim 

memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan. Nilai restitusi 

menurun dari apa yang dimohonkan oleh pihak korban bersama LPSK walaupun 

besaran nilai masih dianggap masih cukup besar. 

  Peran LPSK dalam pemberian restitusi pada Putusan Nomor 

297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, telah berperan secara penuh dan aktif menjalankan 

fungsinya dalam mendampingi korban anak yang mengalami tindak pidana 

penganiayaan berat. Peran LPSK mencakup mulai dari pendampingan dalam 

pengajuan permohonan restitusi, penghitungan besaran nilai restitusi yang meliputi 3 

komponen utama (kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, dan kerugian 

psikologis) hingga memfasilitasi pelayanan administratif dan prosedural untuk 

menjamin bahwa permohonan disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Meskipun pada awalnya pelaku menolak permohonan restitusi dengan alasan 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LPSK tetap 

menjalankan perannya dengan mengoreksi dan memperbaiki pengajuan melalui 

analisis ulang nilai restitusi yang lebih layak dan sesuai dengan ketentuan yang sah. 

Dalam putusan tersebut pihak Majelis Hakim juga menilai bahwa kerugian yang 

dialami korban tidak dapat ditukar dengan hukuman berupa pidana tambahan karena 

dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban. 

  Namun, hasil akhir putusan menunjukkan bahwa nilai restitusi yang 

dikabulkan oleh Majelis Hakim lebih rendah dengan permohonan awal restitusi yang 

diajukan oleh korban bersama LPSK, meskipun tetap berada pada kategori nilai 

restitusi yang cukup. Hal ini mencerminkan bahwa LPSK telah berperan penuh dalam 

prosedural pendampingan pemberian restitusi kepada pihak korban namun masih 

terdapat kendala dalam menjamin terpenuhinya seluruh nilai restitusi yang 
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dimohonkan. Sehingga masih terdapat berbagai banyak faktor penentuan pemberian 

restitusi yang layak bagi korban anak dengan nilai restitusi yang adil dan tepat. Oleh 

karena itu, peran LPSK dalam perkara ini telah berhasil sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014, meskipun belum sepenuhnya dapat menjamin 

terpenuhinya restitusi secara utuh. Serta diperlukan kerja sama antar pihak yang 

berwenang serta lembaga hukum yang terkait untuk saling mendukung perwujudan 

pemberian nilai restitusi yang adil dan tepat bagi korban anak.  

3.2.2 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt 

 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt terkait kasus kekerasan seksual. 

Dalam putusan ini pihak korban mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK 

dengan bukti surat pengajuan kepada ketua LPSK, formulir pengajuan restitusi yang 

ditujukan kepada LPSK dan surat yang berisi rincian pengeluaran anak korban dan 

keluarganya. Permohonan restitusi yang diajukan telah mencakup pergantian restitusi 

terkait: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan, dan 

penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Dalam putusan, Majelis 

Hakim menimbang Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi 

Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan “Penuntut umum dalam 

tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan 

yang didukung dengan alat bukti”. 

 Selanjutnya permohonan restitusi tersebut diproses oleh Hakim dengan 

menilai terkait fakta persidangan terkait kerugian yang dialami korban dan surat 

pengajuan restitusi kepada LPSK dan formulir restitusi yang diajukan. Majelis Hakim 

menilai bahwa berdasarkan perhitungan dan perbandingan maka diperoleh nominal 

nilai restitusi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pada akhirnya Hakim 

menentukan nilai restitusi hanya diambil salah satu saja yang isinya dianggap paling 

masuk akal yaitu berupa surat yang berisi rincian pengeluaran dari anak korban dan 

keluarganya dan nilai restitusi yang dikabulkan lebih rendah dari nilai awal 

permohonan nilai. 

 Peran LPSK dalam pemberian restitusi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Rgt telah berperan secara aktif dalam membantu proses pengajuan dan 

kelengkapan administrasi permohonan restitusi, namun belum sepenuhnya menjamin 
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terpenuhinya nilai restitusi secara utuh. Dimana hak restitusi korban dalam putusan 

ini bergantung terhadap kesadaran hukum pihak korban yang mengajukan 

permohonan restitusi kepada LPSK. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi 

penilaian antara perhitungan awal LPSK dan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti 

yang dianggap sah. Oleh karena itu, peran LPSK dalam hal ini belum sepenuhnya 

mampu menghasilkan putusan restitusi yang optimal dari segi nilai, meskipun secara 

prosedural telah dijalankan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya 

harmonisasi antara pendampingan LPSK dan penilaian yudisial agar hak restitusi 

korban anak dapat terlindungi secara maksimal dalam setiap tahapan proses 

pengadilan. 

3.2.3 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp 

  Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp. Putusan ini berisi tentang kasus 

kekerasan seksual. Akibat adanya tindak pidana yang dialami korban terdapat 

kerugian yang dialami korban sehingga korban mengajukan permohonan restitusi. 

Permohonan restitusi diawali dengan pengajuan surat restitusi kepada LPSK, 

kemudian LPSK memfasilitasi pendampingan restitusi dan melakukan perhitungan 

nilai restitusi yang pantas didapatkan oleh pihak korban. Akhirnya didapat nilai 

restitusi yang adil dan tepat untuk pihak korban dengan adanya bukti surat Keputusan 

LPSK terkait penilaian ganti rugi yang terlampir dalam putusan tersebut. Kemudian 

dalam surat tuntutan penuntut umum, LPSK mengajukan perhitungan nilai restitusi 

tersebut kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan. 

  Akhirnya Majelis Hakim menilai bahwa besaran nilai restitusi yang diajukan 

oleh korban bersama LPSK dinilai wajar dan sesuai dengan penderitaan korban 

sehingga permohonan restitusi dalam putusan kasus ini dapat dikabulkan secara 

sepenuhnya. Permohonan restitusi tersebut antara lain berupa kehilangan penghasilan 

orang tua, biaya kebutuhan korban selama di rumah aman, biaya pemulihan 

penderitaan berupa biaya perawatan bayi/anak, biaya konsumsi, transportasi dan 

pengurusan dokumen. Semua kategori yang dimohonkan dalam permohonan restitusi 

tersebut dinilai oleh Hakim sudah mencakup segala ganti kerugian atas kehilangan 

kekayaan dan permohonan biaya medis dan dianggap wajar. 

  Sebagaimana dalam Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
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Korban Nomor A.2749.R/KEP/SMP-LPSK/IX tahun 2024, dengan ketentuan apabila 

pemberian restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) setelah 

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam 

tenggang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi, maka pihak Anak 

Korban dan atau LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapau. Dalam hal ternyata Terdakwa belum 

melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk 

melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal 

surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak 

Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban dan 

atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima 

pemberitahuan itu Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta 

kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 

30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk 

memenuhi pemberian Restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) 

bulan. 

  Berdasarkan keterangan dalam penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa 

dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp LPSK telah berperan secara optimal. 

Dalam perkara ini, LPSK menjalankan perannya secara menyeluruh mulai dari 

menerima dan memverifikasi permohonan restitusi, melakukan perhitungan nilai 

ganti kerugian sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014, hingga mendampingi korban dalam proses hukum di pengadilan. 

Perhitungan nilai restitusi yang dinilai wajar, proporsional, dan sesuai dengan 

penderitaan korban menunjukkan bahwa peran LPSK dalam membantu menghitung 

dan menyusun permohonan secara terstruktur mampu menghasilkan putusan restitusi 

yang adil dan sesuai dengan prinsip pemulihan korban. Selain itu, adanya ketentuan 

dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim terkait jaminan pelaksanaan restitusi 

pasca putusan, hal ini menunjukkan bahwa peran LPSK tidak hanya terbatas pada 

pendampingan administratif dan litigasi, tetapi juga menjangkau upaya pengawasan 

dan penjaminan agar pelaksanaan restitusi benar-benar terealisasi setelah putusan 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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  Secara keseluruhan, peran LPSK dalam putusan ini mencerminkan 

pelaksanaan kelembagaan yang strategis, meliputi pengajuan, perhitungan, 

pendampingan hukum, serta pengawasan pelaksanaan restitusi. Hal ini menunjukkan 

bahwa keberadaan LPSK merupakan instrumen penting dalam menjamin pemulihan 

hak anak korban secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya 

pelaksanaan peran yang tepat dan kerja sama yang sesuai dengan lembaga lain maka 

peran LPSK dapat berjalan dengan optimal.  

3.2.4 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl 

  Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl. Putusan kasus tersebut berisi 

terkait kasus kekerasan seksual yang mana terdakwa adalah seorang anak dibawah 

umur berusia 15 tahun dan korban juga merupakan seorang anak yang berusia 17 

tahun. Akibat dari adanya tindak pidana dalam kasus yang merugikan korban, pihak 

korban menuntut sejumlah restitusi kepada pihak terdakwa. Permohonan restitusi oleh 

pihak korban yang diwakilkan dengan orang tua korban mengajukan permohonan 

restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan 

restitusi yang diajukan oleh pihak korban mencakup kerugian nyata yang diderita 

akibat dari tindak pidana tersebut. Pada awalnya pihak korban mengajukan nilai 

restitusi hanya sebesar Rp. 30.724.000, (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat 

ribu rupiah).  

  Selanjutnya permohonan restitusi itu ditindaklanjuti oleh pihak LPSK dengan 

melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait informasi dan besaran nilai 

kerugian yang diderita oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya. Perhitungan 

restitusi tersebut sudah mencakup dampak psikis korban, gangguan pendidikan, serta 

biaya perawatan medis. Kemudian LPSK memutuskan nilai restitusi yang tepat bagi 

korban yaitu sebesar Rp. 40.564.000 (empat puluh juta lima ratus enam puluh empat 

ribu rupiah). Namun pada akhirnya, dalam amar putusan kasus tersebut Majelis 

Hakim memutuskan bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua anak 

korban yang kemudian diwakilkan oleh LPSK ditolak sepenuhnya. Majelis Hakim 

menilai karena pihak terdakwa berasal dari keluarga yang tidak mampu yang 

dibuktikan dengan adanya surat SKTM milik pihak terdakwa. Akhirnya permohonan 

restitusi yang diajukan oleh pihak korban melalui LPSK ditolak. 
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  Berdasarkan keterangan terkait penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa 

dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl, peran LPSK dalam 

mendampingi dan memfasilitasi terkait pemberian restitusi bagi korban anak telah 

dilakukan secara optimal dan tepat. LPSK berperan penuh secara aktif dalam 

permohonan restitusi dan pemenuhan hak prosedural restitusi bagi pihak korban. 

LPSK juga memberikan pendampingan dan fasilitas terkait penilaian kerugian yang 

sesuai bagi pihak korban dibuktikan dengan adanya perhitungan ulang nilai restitusi 

yang diajukan oleh orang tua korban sehingga didapatkan besaran nilai restitusi yang 

tepat dan adil. Akan tetapi meskipun LPSK telah berperan dengan optimal, 

permohonan restitusi tetap tidak dapat dikabulkan. Permohonan restitusi yang telah 

diajukan dalam putusan itu ditolak oleh Majelis Hakim. Penolakan itu didasarkan 

pada fakta keadaan ekonomi pihak terdakwa yang merupakan keluarga tidak mampu 

yang dibuktikan dengan SKTM pihak terdakwa yang telah diterbitkan oleh pihak 

kelurahan setempat. 

  Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa meskipun LPSK telah berperan 

secara optimal mulai dari pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak restitusi serta 

perhitungan nilai restitusi. Tidak dapat dihindari dalam proses pemberian restitusi 

yang adil dan sesuai terdapat faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan 

perwujudan restitusi yang optimal bagi korban anak. Faktor ekonomi pelaku yang 

melatarbelakangi penolakan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban 

tidak dapat dihindari. Keputusan hakim menolak permohonan restitusi karena alasan 

ketidakmampuan ekonomi pelaku mencerminkan dilema antara keadilan substantif 

bagi korban dan keadilan formal terhadap pelaku. Pada satu sisi, korban anak jelas 

telah mengalami kerugian yang nyata dan memiliki hak untuk memperoleh pemulihan 

sebagaimana dijamin dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. 

Namun disisi lain, kemampuan pelaku untuk membayar restitusi juga menjadi 

pertimbangan penting dalam menjatuhkan kewajiban restitusi. Akibatnya keinginan 

untuk mewujudkan keadilan sebagaimana keadilan merupakan tindakan yang sesuai 

moralitas tidak dapat terlaksana secara utuh. 

  Putusan ini memperlihatkan adanya keterbatasan yuridis dalam pelaksanaan 

restitusi, terutama ketika pelaku tidak memiliki kapasitas ekonomi yang mencukupi 
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untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada korban. Dengan kata lain, 

hak korban atas restitusi yang diperjuangkan melalui peran LPSK secara optimal tetap 

berpotensi tidak dapat terealisasikan karena adanya keadaan ekonomi pelaku yang 

tidak dapat dihindarkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem 

perlindungan korban seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak 

Pidana sudah tertulis secara jelas dan LPSK sudah berperan secara optimal, masih 

terdapat kekosongan hukum dalam implementasi restitusi atas putusan yang tidak 

dapat dilaksanakan. Tidak adanya dukungan instrumen negara untuk mengambil alih 

beban pelaku yang tidak mampu seperti melalui dana talangan dari negara atau 

eksekusi pengganti untuk dapat menjamin pelaksanaan restitusi tanpa bergantung 

sepenuhnya pada pelaku. 

  Oleh karena itu, untuk mewujudkan restitusi sebagai hak hukum secara nyata 

perlu adanya reformasi kebijakan yang menjamin bahwa restitusi bagi korban anak 

tetap dapat direalisasikan dengan optimal. Meskipun pelaku tidak mampu memenuhi 

kewajiban untuk membayar restitusi, negara seharusnya dapat hadir melalui 

mekanisme pengalihan pembayaran kewajiban restitusi seperti dana talangan dari 

negara atau adanya lembaga eksekusi pengganti. Yang mana pelaksanaan restitusi itu 

dapat dikoordinasikan dengan LPSK sebagai lembaga yang memiliki legalitas dan 

otoritas dalam pemulihan korban termasuk hak restitusi korban. 

4. PENUTUP 

Penerapan pemberian ganti kerugian (restitusi) bagi korban anak dalam Putusan 

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp menunjukkan implementasi yang telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut merujuk pada 

berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan restitusi, antara lain Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi 

kepada Korban Tindak Pidana. Implementasi pelaksanaannya telah berjalan secara optimal 

dengan nilai restitusi yang diberikan kepada korban sesuai dengan besaran yang diajukan 

dalam permohonan restitusi. Sebaliknya, pada tiga putusan lainnya, pelaksanaan pemberian 

restitusi belum menunjukkan hasil yang optimal karena terdapat berbagai hambatan dalam 
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proses implementasinya. Dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, permasalahan 

utama terletak pada ketidakakuratan dalam perhitungan nilai restitusi yang diajukan, 

sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara nilai yang dimohonkan dengan yang 

dikabulkan. Sementara itu, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt menghadapi 

kendala dalam hal keterbatasan dokumen pembuktian administratif yang dibutuhkan untuk 

mendukung permohonan restitusi, yang berdampak pada ketidaklengkapan data dalam proses 

penilaian. Meskipun dalam kedua putusan tersebut permohonan restitusi tetap dikabulkan, 

nilai yang diberikan kepada korban tidak sepenuhnya mencerminkan besaran yang diajukan 

pada awal permohonan. Adapun pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl 

menunjukkan hambatan yang lebih fundamental, yaitu ketidakmampuan pelaku secara 

finansial dalam memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Kondisi ini menyebabkan 

permohonan restitusi dari pihak korban ditolak secara keseluruhan. Hambatan-hambatan 

tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme restitusi telah diatur 

secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya di tingkat praktik 

masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan 

hukum terhadap korban anak. 

Peran LPSK dalam pemberian restitusi bagi korban anak dalam putusan perkara 

pidana secara normatif telah tercantum dalam Pasal 12A Ayat (1) huruf j UU Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan ini memberikan kewenangan 

kepada LPSK untuk melakukan penilaian atas besaran ganti kerugian atau restitusi yang 

layak diberikan kepada korban, berdasarkan jenis dan tingkat kerugian yang diderita akibat 

tindak pidana. Selain melakukan perhitungan, LPSK juga berperan dalam mengajukan 

permohonan restitusi ke pengadilan, memberikan pelayanan serta pendampingan prosedural 

kepada korban, hingga melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan restitusi selama 

proses hukum berlangsung maupun pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan 

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, LPSK telah menjalankan perannya secara optimal 

dibuktikan dengan pelaksanaan restitusi yang tepat dan adil. Sementara itu, pada Putusan 

Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt dan 

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl implementasi peran LPSK dalam pemberian 

restitusi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan itu berupa minimnya koordinasi 

antar penegak hukum, tidak adanya mekanisme negara untuk mengambil alih pembayaran 
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restitusi apabila pelaku tidak mampu secara finansial, serta kurangnya pemahaman aparat 

penegak hukum dan masyarakat mengenai prosedur restitusi dan peran strategis LPSK. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peran LPSK telah diakui secara yuridis, namun 

pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan serius yang perlu mendapatkan 

perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat dan memperjelas regulasi mengenai 

peran LPSK dalam seluruh tahapan pemberian restitusi, termasuk aspek penilaian, 

pendampingan, pengajuan, dan pengawasan pelaksanaan. Selain itu, negara harus mengambil 

peran aktif dalam mewujudkan keadilan restoratif, salah satunya melalui penyediaan skema 

pembiayaan pengganti seperti dana talangan restitusi apabila pelaku tidak mampu membayar. 

Di sisi lain, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antara LPSK, jaksa, 

hakim, dan lembaga peradilan lainnya untuk menjamin pelaksanaan restitusi yang adil dan 

tepat sasaran. Kerja sama lintas sektor ini perlu diperkuat untuk memastikan bahwa hak-

hak anak sebagai korban tindak pidana dapat benar-benar terpenuhi melalui mekanisme 

restitusi yang efektif. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Huraerah. (2012). Kekerasan terhadap anak, (Cetakan 1), Bandung: Nuansa 

Cendekia. 

Ahmadin, A., Sujana, J., Karmila, K., Migu, D., Laoemuri, J. S., & Fahlevie, R. A. 

(2024). Perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak oleh 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jurnal Hukum 

Indonesia, 3(2), 50. 

Arief Gosita. (1983). Masalah korban kejahatan (Edisi pertama). Jakarta: Akademik 

Presindo. 

Buchori, N. S. (2011). Peran anak dalam pembangunan ekonomi. Maslahah: Jurnal 

Hukum Islam dan Perbankan Syariah, 2(1), 38. 

Elendris, A. (2019). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 

perlindungan hukum terhadap wanita korban trafficking (Skripsi, 

Universitas Lampung). 

Efendi, E. (2011). Hukum pidana Indonesia. Bandung: P.T. Refika Aditama. 

Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan peran LPSK dalam proses 

penegakan keadilan terhadap korban inses. Unes Law Review, 6(2), 4238–



23  

4239. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024, Februari 5). Data pengaduan KPAI 

2024 [Instagram post]. Instagram. 

https://www.instagram.com/kpai_official/p/DEmnVw0yUMn/?img_index=

7 

Lestari, R. D. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restitusi dalam Kasus 

Kekerasan Seksual terhadap Anak. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan 

dan Pemeriksaan Gugatan Ganti Kerugian oleh Korban Tindak Pidana. 

Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas ketentuan tentang hak restitusi 

sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. 

Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 9(2), 385–398. 

Nuroniyah, W. (2022). Hukum perlindungan anak di Indonesia. 

Novriansyah. (2020). Analisis Yuridis terhadap Penetapan Nilai Restitusi dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5 No. 2. 

Putriani, Ika. (2021). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Perlindungan 

Anak, Vol. 5(2), 134–145. 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. 

Pengadilan Negeri Pekalongan, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl. 

Pengadilan Negeri Rengat, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt. 

Pengadilan Negeri Waingapu, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp. 

Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. Al-

Mawarid: Jurnal Hukum Islam, 11(2). 

Sholihah, H. (2018). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. Al-Afkar: 

Journal for Islamic Studies, 5(1), 39. 

Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban dalam putusan pengadilan terhadap anak yang menjadi korban 

kejahatan seksual. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research 

and Development, 7(2), 938. 

https://www.instagram.com/kpai_official/p/DEmnVw0yUMn/?img_index=7
https://www.instagram.com/kpai_official/p/DEmnVw0yUMn/?img_index=7


24  

Subroto, M., & Wondiwoi, N. (2023). Upaya peningkatan pada kelompok rentan 

khususnya pada anak dengan pendekatan pembelajaran dan pemberdayaan 

masyarakat. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 11073–

11080. 

Suryani, N. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak 

pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Media of Law and Sharia, 2(2), 142. 

Syakirun Ni’am, & Belarminus, R. (2025, Januari 14). Jumlah pemohon perlindungan 

ke LPSK pada 2024 melonjak 33,64 persen. Kompas. 

https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-

perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-melonjak-3364-persen 

Tarigan, D. P., Shodiq, M., & Ismed, M. (2025). Penerapan pemenuhan hak restitusi 

terhadap anak korban tindak pidana kekerasan demi kepastian hukum. 

SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(1), 336–345. 

https://doi.org/10.62335/q3e83712 

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini. Jurnal 

Pembaharuan Hukum, 3(2), 172. 

Siswadi, I. (2011). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Al-

Mawarid: Jurnal Hukum Islam, 11 

https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-melonjak-3364-persen
https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-melonjak-3364-persen
https://doi.org/10.62335/q3e83712

